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BAB 3
SPESIMEN PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI ANTARA PLN DEN GAN
PENGEMBANG SWASTA

3.1ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA DAN
REZIM BARU ANTARA PLN DENGAN PENGEMBANG SWASTA

Dalam Bab Il ini akan dianalisis Perjanjian JualiBEEnergi Rezim Lama dan
Baru yang dibuat oleh PLN. Jika penulis menyebufRananjian Jual Beli Energi
saja, maka penyebutan itu merujuk pada PerjanjiahBeli Energi Rezim Lama
dan Baru. Sebagai catatan, Pasal-pasal dalam n&skgnjian Jual Beli Energi
Lama dan Baru disebut sebagai "Section”. Penyebiasal dalam tesis ini
adalah merujuk pada "Section” dalam Perjanjian Bei Energi, demikian pula
sebaliknya. Perjanjian Jual Beli Energi baik RezZiamma dan Rezim Baru

mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagailierik

Pasal Scope and General UnderstandifRuang Lingkup Pekerjaan dan
Pengertian Umum) mengatur ruang lingkup Perjanjlaal Beli Energi antara
Penjual dengan Pembeli. Para Pihak menyepakati dod&esjanjian yang dibuat
antara Para Pihak adalah Perjanjian Jual Beli Enérgana Pembeli (yaitu PLN)
setuju untuk membeli dari Penjual (yaitu Pengemb&uepsta), berdasarkan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pianaimji, seluruh listrik yang
diproduksi dan diantarkan atau tersedia oleh FRasiliPembangkitan yang

dibangun oleh Penjual.

Penjual diberikan hak mendahulu oleh Perjanjian untuk membangun
Fasilitas Pembangkitan lainnya apabila dalam aeea ywama ditemukan sumber

panas bumi yang cukup untuk menyuplai pembanigkitd.*

“ Draft Energy Sales Contract 2009, Section 1.1-8cdfhis Contract is an Energy Sales
Contract whereby BUYER agrees to purchase from $R,Lupon the terms and condition
contained in this Contract, all Electricity proddcey and delivered from, or made available by,
the Generating Facilities constructed by SELLERLISER, once Geothermal Energy Sufficient
to supply a power plant of greater than (MW (net) capacity for the applicable
Production Period is discovered in the ContractaAris entitled to develop any Geothermal
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Diberikannya hak mendahulu kepada Penjual untuk ma@gun perluasan
Fasilitas Pembangkitan apabila dalam area yang sht@aukan sumber panas
bumi yang cukup untuk membangkitkan listrik merugakkemudahan yang
diberikan oleh PLN kepada Pengembang Swasta dalamanfan Jual Beli
Energi dan juga merupakan faktor penarik bagi pemgsg swasta untuk
menambah investasinya jika didapat sumber panas yamg cukup selain untuk
mengurangi terbuangnya waktu jika harus dilakukelelpngan baru atas wilayah
kerja panas bumi yang merupakan wilayah kerja pdoasi dari Pengembang

Swasta eksisting.

Pasal Definitions (Definisi Istilah) mengatur istilah dan batasanngya
digunakan dalam Perjanjian Jual Beli Energi sehantigak ada penafsiran yang
berbeda atas suatu pengertian atau atas suatuahakedajiban masing-masing
Pihak. Pasal definisi ini juga akan memudahkanakarpiter saat memutuskan
suatu sengketa antara Para Pihak karena tidak eldang untuk menafsirkan

suatu istilah selain daripada yang telah didefaisidalam Pas&efinitionsini.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. Wirjono Priéro dalam bukunya
“Azas-azas Hukum Perjanjian” bahwa dalam ilmu pésigean hukum soal istilah
adalah sangat pentiffg Pasal ini meskipun nampak sederhana namun méemilik
peran yang sangat penting karena menjadi acuan satu istilah atau
memberikan petunjuk kepada pembaca dalam pasal sumta pengertian dapat
ditemukan. Sebagai contoh pengertian-pengertiaffiliated Company or
“Affiliate”, “Adjustment Pericgd *“Availability Factor, "Business Ddy
“Calendar Yedrsampai pengertianDate of Commercial Generatin* Date of
First Operatiori, “Development Noti¢e “Disput€, “Effective Datg “Field
Facilities’, “ Generating Facilitie§ dan ‘Unit Rated Capacityterdapat dalam

Pasal mengenai istilah/batasan ini.

Energy located in Contract Area, to build, own amgrate Generating Facilities to convert such
Geothermal Energy to Electricity and to deliver aadl such Electricity (less any electricity for
use in performing Geothermal Operations) to BUYER,t0 a maximum aggregate generating
capacity for the Contract Areaof _ MW.

“>Prof. DR. Wirjono ProdjodikoroAzas-azas Hukum PerjanjiaGetakan keduabelas, Penerbit
Sumur, Bandung, 1993
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Pasal yang mengatur tentafigrm (Jangka Waktu Kontra®) merupakan
salah satu Pasal yang penting dalam Perjanjian Badl Energi karena
menentukan kapan Perjanjian Jual Beli Energi imjadi efektif dan berapa lama
jangka waktu Perjanjian Jual Beli Energi ini bedakarena berkaitan dengan
berapa lama Pengembang Swasta dapat menjual pamas Kepada PLN,

termasuk di dalamnya berapa lama waktu perpanjatigpat diberikan.

Jika Periode Produksi panas bumi berakhir sebelumanmakhir Perjanjian
maka Periode Produksi tersebut akan diperpanjangpaadengan masa akhir
Perjanjian agar tanggal berakhirnya jatuh bersam@amikian pula jika Periode
Produksi Perjanjian berakhir melebihi berakhirnglagka waktu Perjanjian maka

Perjanjian akan diperpanjang sampai dengan berakhiPeriode Produksi.

Dalam Pasal ini juga diatur bahwa berjalannya jangkktu Perjanjian akan
ditunda dalam setiap tahap jika Penjual masih beherhasil mendapatkan
pembiayaan untuk pembangunan Fasilitas Pembangkitjida Penjual masih
belum berhasil mendapatkan pembiayaan, maka alcari galan keluar yang
tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3 Rerjahjal Beli Enerdf’

“°Draft Energy Sales Contract 2009, Section 3.1.dfiffe Date and Contract Duration.

This Contract shall become effective on the daite @ontract is approved by the Minister of
Energy and Mineral Resources of the Republic obhas$ia/Governor/Regent, and the term of this
Contract (the"Contract Term” ) shall be a period ending 420 (Four Hundred ancerity
Months after Contract signing date unless extemdeshrlier terminated as provided herein.

With respect to each Unit, the period for delivefyGeothermal Energy to or Electricity from such
Unit (the ‘Generating Period’) shall be 300 (three hundred) Months, includifig(8ixty) Months
for Construction Period. commencing on thBate of Commercial Generationfor such Unit (as
referenced in Appendix 1), provided that if a Protlon Period ends prior to the end of the
Contract Term of this Contract, such Productionid®eshall be extended, upon mutually agreed
price, terms and conditions, to coincide with the ef the Contract Term of this Contract. Should
any Production Period extend beyond the ContracnTaf this Contract, the Contract Term of
this Contract shall be extended until the end afhsBroduction Period(s). The running of the
Contract Term of this Contract, and any relevamiogehereunder, shall be suspended during any
period SELLER remains unable to arrange financargcbnstruction of any Generating Facilities
in accordance with Section 5.3.

47 Consultation Regarding Financing and Approvals.

If SELLER is unable to arrange financing or obtaiermits or other approvals for Generating
Facilities pertaining to the first additional Unigferred to in Section 5.2(c)(i), SELLER shall
notify BUYER and the Parties shall consult withveew to determining what alternative
arrangements may be made. From the date of suwenottil such time as SELLER confirms that
satisfactory financing or approval arrangementshzaen made, the running of the Contract Term
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Pengembang swasta mendapatkan dua keleluasaan gatgusahaan panas
bumi. Keleluasaan pertama adalah keleluasaan dakmyesuaikan jangka waktu
berlakunya Perjanjian Jual Beli Energi dengan Rleri®roduksi sumur panas
bumi sehingga pengembang swasta akan selalu mekdapga&sempatan menjual
energi listrik kepada PLN selama sumur panas buasiimdapat menyuplai panas

bumi ke pusat listrik panas bumi.

Keleluasaan kedua adalah diberikannya keleluasmayn Penjual jika
masih belum berhasil mendapatkan pembiayaan atayjanmn untuk
mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi yang di bapengelolaannya
merupakan suatu metode yang lazim dalam duniarpbeaiagan mengingat faktor
resiko kegagalan dalam pengusahaan panas bumitsamgg, serupa dengan
resiko tinggi dalam pertambangan minyak dan gasi.bilimgginya resiko ini
berbanding Iurus dengan tingginya keuntungan Yyarign a didapatkan
pengembang swasta jika sumur panas bumi yang mygalmemiliki sumber

panas bumi yang cukup untuk menyuplai pusat liséniaga panas bumi.

Perjanjian Jual Beli Energi lebih jauh mengatur ekétan tentang
Building, Project Implementation(Pelaksanaan Proyek) dabonstruction of
Facilities (Konstruksi Fasilitas) yang merupakan pelaksansiaRerjanjian yaitu
Pengembang Swasta memberitahukan itikadnya untuékolean pembangunan
Fasilitas Pembangkit dan Fasilitas Pendukung diaydih Kerja Pertambangan
Panas Bumi yang telah mendapatkan lIzin Usaha Peatagan Eksploitasi dan
Pemanfaatan yang merupakan tahap akhir dari pengaisapanas bumi

berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tettangs Bumf®

Dalam Pasal ini Penjual bertanggungjawab untuk kokkan pengeboran

di sumur panas bumi, menjalankan operasional pereeliharaan dan perbaikan

of this Contract shall be suspended. However, ribstanding the provisions of the last sentence
of section 3.1 and the foregoing provisions, if suspension of the Contract Term of the Contract
is due to an inability on the part of SELLER toamge financing for any subsequent additional
Unit(s) referred to in Section 5.2(c)(ii), such gession shall be limited to a period or cumulative
periods of certain Months from the date of firstifiwation of such inability.

“8 Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Buembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 nomor 115, Tambahan Lembaran NegarabRlepndonesia No. 4327
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atas Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitalam Pasal ini juga diatur
bahwa Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ini beropesedmgai Base Load Plarit

(pembangkit dengan beban dasar) yang tidak menmkarieRembeli memberikan
instruksi kepada Penjual untuk tidak mengantarksnk kepada Pembeli kecuali

atas izin sebelumnya dari Penjual.

Konsekuensi dari beroperasinya Pusat Listrik TerRay@as Bumi sebagai
"Base Load Plarit(pembangkit dengan beban dasar) maka PLN berkieavaj
untuk selalu membayar Unit Rated Capacity kepadajuBke dan tidak dapat
sewaktu-waktu memerintahkan kepada Penjual untukRurnekan jumlah dan
kapasitas energi yang dikirimkan ke Pembeli selagiaa PLN dapat lakukan
terhadap Penjual lainnya yang memiliki pusat ksselain pusat listrik tenaga

panas bumi (seperti pusat listrik tenaga uap, gaswinyak bumi).

Pemberitahuan oleh Pengembang Swasta kepada PLNMabaa
berkeinginan untuk membangun Fasilitas Pembang&iupakan fungsi kontrol
oleh PLN agar Fasilitas Pembangkit yang akan dibargdeh Pengembang akan
didisain sesuai dengan atau kompatibel dengan nSisteansmisi Jawa.
Pemberitahuan tersebutNdtice of Intent to Develgp harus berisikan
penggambaran atas Fasilitas Lapangan, spesifieasérstara atas kuantitas dan
kualitas energi panas bumi yang akan disuplai kié pembangkit di Fasilitas
Pembangkitan serta prakiraan Tanggal Pertama ledog&rasi dari suatu unit
pembangkit atau beberapa pembangkit. PelaksanasagsiflPLN ini menjadi
penting karena tanpa persetujuan PLN, Pengembarast&widak akan bisa

memulai pembangunan Pusat Listrik Tenaga Panas.Bumi

Perjanjian Jual Beli Energi membagi resiko antdrhl Ban Pengembang
Swasta dengan meletakkan resiko Proses PembangBetaksanaan Proyek,
Konstruksi Fasilitas dan pembangunan Fasilitas Regibt dan Fasilitas
Pendukung di Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bada pihak Penjual,
termasuk adanya tanggungjawab Penjual untuk medaekplkengeboran di sumur
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panas bumi, menjalankan operasional serta pemafihadan perbaikan atas
Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan.

Pembagian tanggungjawab tersebut memberikan pelkeypada Penjual
untuk meminta agar PLN memperlakukan pusat ligiakas bumi yang mereka
operasikan sebag8&ase Load Plansehingga PLN selalu terikat untuk membeli
listrik pada jumlah dan kapasitas yang telah dileda dalam Perjanjian Jual Beli
Energi, meskipun PLN dapat meminta izin kepada iR¢njintuk menurunkan
kapasitas listrik yang diantarkan ke PLN untuk @eei waktu tertentu (seperti
pada masa Schedule Outageemadaman terjadual untuk kepentingan

pemeliharaan).

Pembagian resikoA{location of Risk yang memberikan begitu banyak
resiko kepada Pengembang Swasta selain dapat nétgmminat Pengembang
Swasta (terutama Pengembang Swasta dalam negery) S@mula berminat
masuk ke dalam bisnis pengembangan panas bumi, @gaberikan peluang
kepada Pengembang Swasta untuk meninggikan haaddigtrik dikarenakan
profil resiko pengembangan panas bumi yang merekggung begitu besar,
sehingga PLN tidak memiliki banyak pilihan selaiemarima usulan harga yang

diajukan oleh pihak Pengembang Swasta.

Section/Pasal perih&lrice (Harga) merupakan pokok dari Perjanjian Jual
Beli Energi karena dalam Pasal inilah diatur tateagelaksanaan jual beli listrik
sejak Tanggal Pertama kali Beroperasi suatu UnmR@gkit sampai dengan
Tanggal Operasi Komersial, dimana dalam tahapangydiperjualbelikan adalah
Net Electrical Outpuf yang dibangkitkan oleh suatu Unit Pembangkit. Piasa
juga mengatur tata cara jual beli listrik sejak Jgal Operasi Komersial sampai

dengan masa berakhirnya Perjanjian Jual Beli Endngiana sejak Tanggal

9 “Net Electrical Output” shall mean the net energy delivered by SELLERBtYER from each
Unit, in kWh, as measured at the Metering Poirthatend of each Month;
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Operasi Komersial sampai dengan berakhirnya Peajadual Beli Energi yang
diperjualbelikan adalabinit Rated Capacityf danNet Electrical Output

Penentuan bahwa PLN berkewajiban untuk membetikigtada jumlah
dan kapasitas yang disetujui dalam Perjanjian Beél Energi merupakan suatu
resiko yang akan ditanggung oleh PLN selama madakibaya Perjanjian Jual
Beli Energi karena hampir seluruh resiko yang satigggi pada masa survei
pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan ekapiotelah dibebankan ke
pihak Pengembang Swasta (yang dalam tahap pemamfaa¢njadi Penjual)
sehingga jika dilihat dari sudut pandang waktu, ukurwaktu resiko yang
ditanggung oleh PLN akan lebih panjang (yaitu 3Quta masa berlakunya
Perjanjian Jual Beli Energi dihitung sejak Tanggaperasi Komersial)
dibandingkan jangka waktu resiko yang ditanggunghdPengembang Swasta
sejak dilakukannya Survei Pendahuluan di sumbermgaumi dalam suatu
Wilayah Kerja Panas Bumi sampai dengan Studi Ké&ayadan Pembangunan
Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi yaitu sekitar hRna*

Pasal perihaPayment(Pembayaran) mengatur mekanisme pembayaran,
dimana Pembeli akan diberikan nomor rekening tujpambayaran untukinit
Rated Capacitydan Net Electrical Outputsesuai arahan dari penjual kepada
Pembeli. Pembeli wajib mematuhi arahan Penjual &ekbmana pembayaran
harga listrik Unit Rated CapacitydanNet Electrical Outpyt dilakukan. Dalam
Pasal 6.2 disebutkan bahwa patokan pembayaran hstrgaadalah angka yang

* “Ynit Rated Capacity’ shall mean the average gross kilowatt generatiygacity of a Unit
determined by operating the Unit at its maximunaiatible output for continuous seventy—two
(72) hour test, with all equipment operating withimanufacturer’s specifications. Such generating
capacity shall be measured at the Metering Poihe Generation and equipment data shall be
recorded during the test, and Unit generating dapaball be corrected to design and operating
conditions in accordance with test procedures stibthby the manufacturer and mutually agreed
to by BUYER and SELLER. Such test will be perfornfed each Unit once per Calendar Year
and once following each major overhaul of such Umibvided however, that (i) such test may be
performed more frequently by mutual agreement efRlrties, and (ii) upon request by BUYER,
such test shall be performed at any time at whigiih $Jnit shall have failed to provide an average
Availability Factor of at least 0.5 for the immetdily preceding three (3) Months;

*LPLN - Energy Sales Contract, 1995.
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tertera pada alat pengukur meter listrikefering deviceyang berada dvletering
Point (titik pengukuran pemakaian listrifj.

Pasal Pembayaran meskipun nampaknya jarang merhkiambul
perselisihan, namun menjadi penting pada saatdieyja kerusakan pada alat
meter di pusat listrik panas bumi, maka ketentummgymenyepakati angka meter
bulan sebelumnya dijadikan sebagai angka yang akséippara pihak untuk
dijadikan dasar perhitungan pembayaran listrik yalijgal oleh Pengembang

Swasta kepada PLN.

Termination and Defaul{Pemutusan Perjanjian dan Cidera Janji) merupakan
Pasal yang mengatur bagaimana dan kapan PerjaljamBeli Energi berakhir
dengan menguraikan kualitas peristiwa yang masua&nd&ategori Peristiwa
Pemutusan Perjanjian seperti dengan dikeluarkampeyeetapan pailit atas diri
masing-masing Penjual atau Pembeli, pembubaran lkiadasi atas masing-
masing Penjual maupun Pembeli atau ditunjuknyat&dt&kuidator yang akan
melaksanakan pemberesan harta pailit atau likualasi harta baik Penjual atau
Pembeli®®

*2PLN - Energy Sales Contract, 1995.

%3 Section 12.1. SELLER Termination Events. Eackweints set forth below shall be a SELLER

Termination Event:

(@) the occurrence of any of the following events: tiig passing of a resolution for the
bankruptcy, winding up, liquidation of, or othemdlar proceeding relating to SELLER; (ii)
the appointment of trustee, liquidator, custodjamyvisional manager or similar person in
proceeding, referred to clause (i), which appoimnies not been set aside or stayed within
sixty (60) days after such appointment; or (iii¢ titmaking by a court having jurisdiction of
an order winding up or otherwise confirming the kraptcy or insolvency of SELLER,
which order has not been set aside or stayed wsikig (60) days after such order is made;
and

(b) the breach by SELLER of any of its material obligas under this Contract which is not
remedied within one hundred eighty (180) days aftetice from BUYER to SELLER
(which notice shall state that it is delivered puanst to this Section 12.2(b)) stating that
such a breach has occurred, identifying the breéachuestion in reasonable detail and
demanding remedy thereof.

Section 12.2. BUYER Termination Events.

Each of the events described below shall be a BUYERnination Event:
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Dalam sejarah pengusahaan panas bumi di Indon€siaal dalam
Perjanjian Jual Beli Energi Lama yang paling mdnarérhatian dan banyak
dibahas diberbagai forum (baik pengadilan umumitrade, seminar maupun

lainnya) adalah Pasal yang mengatur ketenfigane Majeure(Kejadian Kahar).

PengaturanForce Majeure dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama
meletakan resiko tindakan Pemerintah Indonesia ydifakukan Pemerintah
Republik Indonesia tanpa sebab yang benar dan dapetna kepada pihak PLN
(dan Pertamina serta PLN dalam Perjanjian Kerjasaperasional/JOC) dimana
PLN dan Pertamina tidak dapat menggunakan aldsamce Majeure atas
terjadinya cidera janji akibat suatu tindakan/peardm @ction atau failure to agt

oleh Pemerintah Indonesia.

(&) the occurrence of any of the following events: tfie passing of resolution for the
bankruptcy, insolvency, winding up, liquidation of; other similar proceeding relating to
BUYER; (ii) the appointment of a trustee, liquidgteustodian, provisional manager or
similar person in a proceeding referred to in ada(is which appointment has not been set
aside or stayed within sixty (60) days after sugpantment; or (iii) the making by a court
having jurisdiction of an order winding up or otivse confirming the bankruptcy or
insolvency of BUYER, which other has not been stde or stayed within sixty (60) days
after such order is made;

(b) the failure of BUYER to make any payment requireder this Contract within ninety (90)
days of the date on which such payment first besotoe and payable; and

(c) the breach by BUYER of any of its material obligat under this Contract (other than any
breach referred to in section 12.3 (b)), which @ remedied within one hundred eighty
(180) days after notice from SELLER to BUYER (whiclotice shall state that it is
delivered pursuant to this Section 12.3 (c)), stptthat such a breach has occurred,
identifying the breach in question in reasonablkaitland demanding remedy thereof.

*iSection 10.2 Instances of Force Majeure (hanya)(ean (f))

Subject to the provisions of Sections 10.1 and ,1Bvkents of Force Majeure shall include, but
shall not be limited to:

(@) with respect to SELLER only, any action or faildgeact without justifiable cause by the
Governmentor any governmental instrumentality of the Repulolf Indonesia (including
any action or failure to act without justifiableusg by any duly authorized agent thereof),
including without limitation the denial of or delay without justifiable cause the granting
of any approval, permit or consent upon due apfdinatherefor and diligent effort by
applicant toallobtain, the failure without justifiable cause ofyasuch approval, permit or
consent once granted to remain in full force arfdcéfor to be renewed on substantially
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Pelajaran yang dapat diambil dari bagaimana Peasae Majeuretelah
membuat PLN, Pertamina dan Pemerintah Republiknesia harus membayar
ratusan juta dollar Amerika Serikat pada dekaderad®an dan awal 2000an
merupakan suatiearning curvebagi pihak Indonesia karena ternyata suatu Pasal
yang dianggap tidak lebih dari sekedar deretamiadlbiasa dan terlihdarmless
ternyata dapat membuat PLN, Pertamina dan PemeriRepublik Indonesia
tidak berdaya di hadapan forum arbitrase interma$idan di berbagai peradilan

di dalam dan luar negefi.

Dalam pengalaman penulis, sampai saat ini masimbelda pemahaman
yang sama baiknya antara pengambil keputusan dakspea di lapangan pada
saat berhadapan dengan pihak Pengembang Swasta m&layikapiAllocation
of Risk salah satunya dalam menyikapi begitu tingginyaagual energi panas
bumi di satu sisi dengan tingginya resiko yang $amitanggung oleh
Pengembang Swasta, sehingga antara pihak pemblbgbkie® di tingkat
Kementerian dengan pelaksana di tingkat PLN ticdakng terjadi pemahaman
yang berseberangan dan menjadi salah satu penygmbdambannya
perkembangan sektor panas bumi di Indonesia.

similar terms, and any delay in the importationegiuipment or supplies into Indonesia
resulting from any action or failure to act withqustifiable cause by the Government or
any governmental instrumentality of the Republi¢rmfonesia; and

(b)  with respect to SELLER only, the adoption, enactmanapplication to SELLER, any
Contractor or the Generating Facilities or Fielctiftges of any law, regulation or other
legal requirement of the Government or any govemtaianstrumentality of the Republic
of Indonesia (i) relating to environment other thhose in effect as of the date hereof or (ii)
not existing or not applicable to SELLER or the &ming Facilities or Field Facilities as
of the date hereof, or any change in any such tagylation or other legal requirement or
the application or interpretation thereof by the v&mment or any governmental
instrumentality of the Republic of Indonesia aftee date hereof, but not including any
such legal requirement or interpretation or aptiicathereof in existence at such date
which by its terms became or will become effectared applicable to SELLER or the
Generating Facilities or Field Facilities after sulate;

%5 gulistiono Kertawacandylemetik Hikmah Kasus Karaha Bod&inar Harapan 8 Mei 2007.
Diunduh 22 April 2010.
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Pasal tentangAssignment (Pengalihaf merupakan ketentuan yang

mengatur dibolehkannya Penjual (dengan tunduk psgarat-syarat yang

tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lamia Baru) untuk mengalihkan

56 Assignment to Financing Parties

@)

(b)

(©)

SELLER may assign all or any part of its entirentgy interests and obligations hereunder
or create a security interest over its rights amerests in this Contract, or its revenues
therefrom, and its assets (including the Generafiiagilities but not including the Field
Facilities), to lenders for the purpose of securim@ncing for Geothermal Operations.
BUYER and SELLER hereby consent to the grantindBy.LER to SELLER’s lenders of
security interests in this Contract and such as€®tsYER and SELLER shall, upon
reasonable request, execute such consents to nowlegdgements of such assignment by
SELLER and other customary matters as SELLER oleitglers reasonably require in
connection with the financing the Geothermal Operat and shall agree to (i) provide
such lenders reasonable notice of and opportumitpite SELLER’s defaults hereunder, (ii)
allow such lenders to be assigned all of SELLERj&ts hereunder and in such assets in
the event of default, with the right to reassigrelsuights to a competent replacement
operator, provided, however, that SELLER shall kB&pYER currently informed of any
such assignment or reassignment, and (iii) prowseother customary lender protection
provisions that are not in violation of Indoneslaws or regulations.

Notwithstanding the above, the assignment by amglde of the rights and assets of
SELLER hereunder to a replacement operator shadlubgect to the following conditions
being satisfied, to the reasonable satisfactidBldYER:

(i)  Such proposed assignee being a financially sourtt reputable power facility
operator having prior experience with geothermarapions; and

(i) The assumption by such proposed assignee of thasrignd obligations of
COMPANY hereunder accruing on or after the datsuzh assignment.

BUYER and SELLER also agree (1) to reasonably craipego amend this Contract and as
reasonably required by SELLER'’s lenders providedhsamendments either (a) do not
materially increase BUYER'’s obligations or matdyiatlecrease their respective rights
hereunder, or (b) are not materially less favorabIBUYER than the provisions of similar
contracts executed by BUYER as applicable, wittdtparties engaged in similar enterprise
as SELLER, and (2) to renegotiate this Contracgaond faith if the terms hereof render
financing impractical. SELLER acknowledges and egréhat any assignment to a secured
party shall not relieve SELLER of its performanckligations to BUYER under this
Contract.

Section 11.2. Assignment to Affiliates SELLER may assign all or any part of its entire
rights, interests and obligations hereunder toliatés upon the prior consent of BUYER, such
consent not to be unreasonably withheld or delaigdlYER may assign all or any part of its
entire rights, interests and obligations hereurndeiffiliates upon the prior consent of SELLER,
such consent not to be unreasonably withheld ayeel.

Section 11.3. Other AssignmenSELLER may assign part of its rights, interestd abligations
hereunder to a third party or parties subject to'BR'’s prior approval. SELLER may assign its
entire rights, interest and obligations hereundex third party or parties subject to the prior
approval of the Minister of Energy and Mineral Re®es/Governor/Regent.
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(to assign hak-haknya, kewajibannya serta kepentingannyand&erjanjian Jual
Beli Energi Lama kepada pihak pemberi pinjaman/fkuedya.

Penjual juga dibolehkan menjadikan jaminan atas -Hakk dan
kepentingannya dalam Perjanjian Jual Beli Energndaermasuk pendapatan
yang diterima/akan diterimanya serta mengagunkasilitea Pembangkitan dan
Fasilitas Lapangan kepada krediturnya. Penjuallditd@n untuk mengalihkan
hak-hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Pe@jadual Beli Energi Lama
kepada perusahaan yang merupakan afiliasinya. Naurkian, apabila Penjual
hendak mengalihkan sebagian hak-hak, kepentingankdaajibannya dalam
Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepada pihak kesglain afiliasinya, maka
Penjual harus mendapatkan izin dari PLN. Apabilaji# hendak mengalihkan
seluruh hak-hak, kepentingan dan kewajibannya d&aranjian Jual Beli Energi
Lama kepada pihak ketiga selain afiliasinya, makajil harus mendapatkan
izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineraleigih dahulu.

Pasal Pengalihan di atas penting dipahami oleh Bahwa pada saat
penandatanganan Perjanjian Jual Beli Energi Larhh, telah memberikan hak
kepada Penjual untuk setiap saat dapat melakukagapean haknya atas PLN
dalam Perjanjian Jual Beli Energi Lama kepadaaaiitiya maupun kepada pihak
Kreditur dari Penjual. Konsekuensi yang akan digamg PLN adalah jika
Penjual ternyata tidak mampu melunasi kewajibararigriya kepada Kreditur,
maka Kreditur setiap waktu dapat mengambilalih pkoydari Penjual dan
melanjutkan proyek seperti halnya Penjual dengamersg hak dan

kewajibannya.

Pasal Consultation and Arbitration(Konsultasi dan Arbitrase) dalam
Perjanjian  Jual Beli Energi mengatur  prosedur  plEspaan
perbedaaan/perselisihan antara Penjual dengan Rembek segala hal yang
berkaitan dengan aspek pengusahaan panas bumindemgaberikan ruang bagi
perundingan secara damai antara Para Pihak untulyetesaikan perselisihan

yang melalui perundingan selama 30 hari. Jika mbngan tidak berhasil

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



51

mencapai kesepakatan, maka pihak yang merasa ldgrugiapat membawa
masalah ini ke forum arbitrase yang akan melakykases arbitrase di bawah
UNCITRAL arbitration rules yang tercantum dalam &asi Sidang Umum
Persatuan Bangsa-Bangsa pada 15 Desember 1976bggngul “Arbitration
Rules of the United Nations Commission on Inteamati Trade Law

Dalam Pasal tentang arbitrase ini ada ketentuaiy yaengatur bahwa
kecuali ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian Reli Energi, selama masa
proses arbitrase, Penjual harus tetap memproduksi rdengantarkan listrik
kepada Pembeli dan Pembeli harus tetap membayarukejumlah terhutang
yang tidak menjadi sengketa tanpa boleh melakukanumpaan utang
(schuldvergelijkingcompensatie dengan tagihan yang dimiliki Pembeli kepada
Penjual, jika ada, berdasarkan Perjanjian Jual Bekrgi Rezim Lama. Hal
tersebut tidak mengurangi hak salah satu pihakkumangajukan pemutusan

perjanjian meskipun kedua belah pihak masih dalesgs arbitrase.

PasalProper Law(Hukum yang Mengatur) mengatur bahwa Perjanjian
Jual Beli Energi Lama dan Baru tunduk pada hukumgylerlaku di Indonesia
dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukendak dikesampingkan
oleh para pihak pada waktu terjadi pemutusan tg®ey& meminta izin dari
hakim peradilan umum setempat. DikesampingkanngalP266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata oleh kedua belah piteskberikan konsekuensi
bahwa dalam hal terjadinya cidera janji yang bergjpada pemutusan perjanjian
oleh salah satu pihak (yang tidak cidera janji) anéiklak diperlukan izin dari

hakim atas pemutusan Perjanjian Jual Beli EnergirR&éama tersebut.

Pasal yang penting dalaNiscellaneous ProvisionfPeraturan Lain-lain)

adalah Pasal tentariyaiver of Immunif/ dimana Penjual dan Pembeli tanpa

®" Section 18.8. Waiver of Immunity.

BUYER and SELLER each hereto unconditionally amehviocably:
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syarat dan tanpa dapat dicabut kembali menyataldmvd penandatanganan,
penyerahan dan pelaksanaan hak dan kewajiban ddganjian Jual Beli Energi
ini merupakan tindakan privat dan komersial sem#iab merupakan tindakan

publik atau Pemerintah.

Adanya pasal ini mencegah PLN menghindar dari kbéaaj
kontraktualnya dengan menggunakan dalil bahwa kisdlaersebut merupakan
tindakan publik/pemerintah yang berada di luar namakum privat/perdata.
Dalam sudut pandamgllocation of Riskdi sini PLN sebagai Pembeli menerima
beban resiko jika terjadi suatu tindakan yang b@kadengan pelaksanaan
Perjanjian Jual Beli Energi seperti dikeluarkan®graturan Pemerintah yang
melarang dilanjutkannya Perjanjian Jual Beli Energaka PLN tidak dapat
mendalilkan bahwa dirinya adalah bagian dari Pertedni sehingga tidak dapat
digugat oleh Penjual. Sebaliknya, PLN telah mengbamdsiko untuk tidak
menggunakan adanya tindakan Pemerintah sebagaitidak dapat dipenuhi
kewajiban PLN kepada Penjual dalam P&sate Majeure

Pasal Indemnification (Indemnifikasi), mengatur tentang hal sebagai
berikut:

Penjual akan dibebaskan dan tidak dikenakan kerudan selamanya
akan dibela oleh Pembeli dan Afiliasinya, para ldirg kuasa-kuasanya, para

kontraktornya, para pemegang sahamnya dan karyyaafami setiap dan seluruh

(@) agree that the execution, delivery and performdncé of this Contract constitute private
and commercial acts rather than public or goverriaietts;

(b) agree that should any legal proceedings be broamgginst it or its assets in relation to this
Contact or any transaction contemplated by this t&eh no immunity (sovereign or
otherwise) from such legal proceedings shall berdd by or on behalf of itself or with
respect to its assets, to the maximum extent ptewunity law;

(c) to the maximum extent permitted by law, waive anghsright of immunity (sovereign or
otherwise) which it or its assets now has or amyuae in the future; and

(d) consent in respect of the enforcement of any juddgragainst it in any such proceedings to
the giving of any relief or the issue of any prac@s connection with such proceedings
including, without limitation, to the maximum extepermitted by law, the making,
enforcement or execution against or in respectngf@operty whatsoever (irrespective of
its use or intended use) or any other order oruelg which may be made or given in such
proceedings.
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beban, kerugian, tindakan, gugatan dan tuntutamatak pengeluaran dan
biayanya tersebut yang wajar, tindakan yang timdmalu kelalaian di pihak
Pembeli dalam penuntutan Kontrak ini, kecuali pisvies tersebut dikarenakan
oleh kealpaan, karena kelalaian atau tindakan ggtan yang disengaja dari

Pembeli®

Pasal Indemnifikasi dari Pembeli

Pembeli akan dibebaskan dan tidak dikenakan kemudan selamanya akan
dibela oleh Penjual dan Afiliasinya, para direktlyasa-kuasanya, para
kontraktornya, para pemegang sahamnya dan karygaatami setiap dan seluruh
beban, kerugian, tindakan, gugatan dan tuntutamatak pengeluaran dan
biayanya tersebut yang wajar, tindakan yang timdmalu kelalaian di pihak
Penjual dalam penuntutan Kontrak ini, kecuali gisves tersebut dikarenakan oleh

kealpaan, karena kelalaian atau tindakan pelanggarag disengaja dari Penjual.

Pasal Indemnifikasi di atas memberikan rasa amanssana lain antara
Penjual dan Pembeli dengan memberikan komitmerkws#ling melindungi jika
terjadi satu peristiwa, kecuali peristiwa tersebisebabkan oleh kelalaian salah

satu pihak.

Meskipun nampaknya mudah, dalam pelaksanaan dadwata hal ini

kadang menimbulkan silang sengketa antara Penpal Rembeli seperti jika

%8 Indemnity by Seller

SELLER shall holdree and harmless and forever defend BUYER ana tespective Affiliates,
officers, directors, agents, contractors, sharahslénd employees from any and all liabilities,
damages, actions, claims and suits, including restse costs and expense thereof, arising from
the acts or omissions of SELLER in the prosecutibthis Contract, except to the extent caused
by the negligence, gross negligence or willful misduct of BUYER.

Indemnity by BUYER

BUYER shall hold free and harmless and forever n@fSELLER, its Affiliates, officers,
directors, agents, contractors, shareholders anmuogees from any and all liabilities, damages,
actions, claims and suits, including reasonabléscasd expenses thereof, attributed to SELLER
arising from the acts or omissions of BUYER in flr@secution of this Contract, except to the
extent caused by the negligence, gross negligenaaiful misconduct of SELLER.

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



54

terjadi gugatan dari masyarakat untuk menghentiegiatan pembangunan pusat
listrik panas bumi karena ditakutkan akan merudaisistem setempat, siapakah
yang harus membela diri dan mitranya, apakah Pebgegn Swasta sebagai
Penjual atau PLN sebagai Pembeli? Hal sepertiikai fidak disikapi dengan
bijak oleh Pengembang Swasta ataupun PLN akan rbeikan potensi sengketa
yang dapat berujung pada pemutusan Perjanjian BelalEnergi dan proses
arbitrase dengan kemungkinan PLN akan kembali raen&kkalahan akibat
adanya resikoGovernment’s action or non-actioyang merupakan resiko PLN

dalam Perjanjian ini.

Insurance(Asuransi),

Penjual atas pengeluaran dan biayanya sendiri wagimperoleh dan
melakukan penutupan polis asuransi yang berhubudgagan pembangkit dan
setiap perluasan yang disebutkan dalam AppendiRdkanjian ini dalam jumlah
dan dengan syarat sebagaimana ditentukan di datacheny untuk jangka waktu
yang disebutkan dalam Appendix IV, dengan ketentbahwa jumlah dan
persyaratan tersebut dapat diubah dari waktu keéunddngan persetujuan tertulis
lebih dahulu dari Pembeli. Tidak ada yang akan rgals Penjual, atas biaya dan
pengeluarannya sendiri untuk menutup jaminan asuisgbagai tambahan dari

yang telah ditentukan di sini atau dalam Apendiks?

Endorsemen
(a) Penjual akan meminta pihak asuransinya untuk meémcegkan item-item
endorsemen dibawah ini dalam polis asuranemprehensiveatau

commercial general liabilitgya dan, apabila mampu, polisbrellaatau

59 .
Insurance Policies

SELLER, at its sole cost and expense, shall obaaich maintain the policies of insurance in
relation to the Plant and any Expansion as deatiinéppendix IV hereto in the amounts and on
the terms set forth herein and therein and duliegoeriods mentioned therein, provided, however,
that such amounts may be changed from time to tuitie the prior written consent of BUYER.
Nothing shall prevent SELLER, at its sole cost ardense, from procuring insurance coverage in
addition to those specified herein or in Appendix |
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polis excess liabilitysehubungan dengan setiap kewajiban-kewajiban yang
berkaitan dengan konstruksi, komisioning, operaan gemeliharaan

Fasilitas Pembangkit.

0) Pembeli dan pegawai-pegawainya harus dijadikan kpiha
tertanggung tambahan pada polis-polis asuranghlets

(i) asuransi tersebut haruslah yang terbaik sehuburdmmgan
kepentingan Pembeli dan pegawai-pegawainya danbsagan
dengan asuransi lain yang dibuat oleh mereka yaagipakan
asuransi tambahan dan tidak berkaitan dengan asasuransi

tersebut diatas;

(i) polis-polis asuransi tersebut harus mencantumkaunskl standar

crossliability; dan

(iv)  mengesampingkan tiap ketentuan didalam polis-pt#isebut,
polis-polis tersebut tidak boleh dibatalkan, tidagerbaharui, atau
diubah secara material oleh pihak asuransi tanpab®ekan tiga
puluh (30) Hari pemberitahuan terlebih dahulu kep@dmbeli.

(b) Penjual harus membuat pihak asuransinya untuk manokan
endorsemen yang disebutkan pada Pasal 15.2 (a) malda asuransi
Construction Erection All Risks dan All Risks Pnapoiler Machinery

yang melindungi Fasilitas Pembangkit.

(c) Masing-masing dari Pembeli dan Penjual harus memipihak
asuransinya untuk mengesampingkan seluruh hak gagiroyang
dimilikinya atas Pihak lainnya dan atas pegawaeldur, komisaris, agen-
agen, para pemegang saham dan para kontraktorPdaak lainnya
tersebut sehubungan dengan klaim yang timbul dalis msuransinya

tersebut, kecuali apabila klaim tersebut timbul ekar tindakan
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pelanggaran yang disengaja atau karena kelalaiarPihak lain tersebut
atau dari Pihak lainnya terselS{it.

Pasal Sertifikat Asuransi

Penjual akan menyediakan duplikat semua polis Harus
membuat perusahaan asuransi atau agen-agen asyaaunsituk menyediakan
Pembeli dengan sertifikat-sertifikat asuransi kntoembuktikan adanya polis-
polis asuransi tersebut dan tercantumnya keterketamtuan yang ditetapkan
pada Pasal 15 ini dan pada Apendiks IV Perjanjiankiegagalan Penjual untuk
memperoleh perlindungan asuransi atau sertifikdifigat asuransi yang
disyaratkan oleh Pasal 15 ini atau Apendiks IVKidaan membebaskan Penjual
dari persyaratan asuransi yang diatur didalam PHsaini atau Apendiks IV
tersebut atau dalam cara apapun juga membebaskanregtlimitasi kewajiban

dan tanggung jawab Penjual berdasarkan ketentuganfan ini. Apabila Penjual

60Endorsements

(@) SELLER shall cause its insurers to provide theofgihg endorsement items in its
comprehensive or commercial general liability irmswe policies and, if applicable,
umbrella or excess liability policies relating teetownership, construction, operation and
maintenance of the Generating Facilities:

0] BUYER and its employees shall be additional insureder such policies;

(i)  the insurance shall be primary with respect to itfterest of BUYER and its
employees and any other insurance maintained byn tlie excess and not
contributory with such policies;

(i) such policies shall include standard cross lighdliauses; and

(iv)  Notwithstanding any provision of the policies, f@icies may not be canceled, non-
renewed or materially changed by the insurer wittgiving thirty (30) Day’s prior
written notice to BUYER.

(b)  SELLER shall cause its insurers to provide the eseloents referred to in Section 15.2 (a)
in its Construction Erection All Risk, All Risk Pperty/Boiler Machinery Insurance,
Machinery Failure Insurance policies covering tren€rating Facilities.

(c) Each of BUYER and SELLER shall cause its insurersvaive all rights of subrogation
against the other Party and against the other Batyployees and contractors in respect of
a claim arising under its insurance policies, umlesich claim arises from willful
misconduct or gross negligence of the other Partpfathe other Party’'s employees or
contractors.
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gagal untuk mengasuransikan setiap asuransi ygegsgaratkan oleh Pasal 15
ini atau Apendiks IV, maka Pembeli berhak diberikigga puluh (30) Hari

pemberitahuan tertulis kepada Penjual atas intgasimtuk melaksanakan hak
tersebut kecuali jika intensinya tersebut timbuteka Penjual tidak membayar
premi atas asuransi yang sudah ada, dalam hal Pamdeli harus diberikan
sekurang-kurangnya lima (5) Hari permberitahuartulier lebih dahulu atas

intensi tersebut

Pasal asuransi di atas menjadi sangat penting dalayek pengusahaan
panas bumi dan pembangunan pusat listrik panas boemgingat resiko di
lapangan yang tinggi serta banyaknya tenaga keajag perlibat. Jika pihak
Pengembang Swasta gagal mempertanggungkan se@galatisesesuai dengan
ketentuan dalam Appendix IV Perjanjian Jual Beliekgn maka resiko yang
terjadi tersebut akan menjadi tanggungan pihak &abgng Swasta/Penjual.

Training Program(Program Pelatihan)

Dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam pengenalpateknisi lokal,
yaitu Penjual akan membentuk program dimana akseddikan untuk pelatihan
pekerja dari Pembeli. Setiap tahun Pembeli akanyeleksi beberapa pekerja di
lapangan dan pembangkit, hasilnya akan disetugararPara Pihak. Para pekerja
tersebut selama satu tahun akan mabek&hnology Transfer Prograrsebagai

karyawan Pembeli.

61Insurance Certificates

SELLER shall provide copies of all policies and Iltause its insurers or agents to provide
BUYER with certificates of insurance evidencing fidicies and terms specified in this Section
15 and in Appendix IV hereto. Failure by the SELLHEdR obtain the insurance coverage or
certificates of insurance required by this Secfidnor Appendix IV shall not relieve the SELLER
of the insurance requirements set forth hereinherein or in any way relieve or limit the
SELLER'’s obligations and liabilities under any athgrovision of this Agreement. If SELLER
shall fail to procure or maintain any insuranceuisgg pursuant to this Section 15 or Appendix
IV, then BUYER shall have the right to procure suicburance at SELLER’s expense, provided
BUYER shall have given thirty (30) Day’s prior wgh notice to SELLER of its intention to
exercise such right unless such intention arises1 fSELLER’s non-payment of premiums for
existing insurance in which case BUYER shall haixery at least five (5) Day’s prior written
notice of such intention.
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Para pekerja akan menerima gaji pelatihan resmipgggalaman kerja
yang diperlukan dengan fungsi penugasan yang wRBjaakhir tahun mereka
akan kembali menjadi karyawan Penjual, secara iefelnsfer keahlian yang
mereka dapat dan grup baru tersebut program akanlal®® Pemuatan pasal ini
merupakan upaya PLN dan Pemerintah untuk melakakhrteknologi, terlebih
mengingat Indonesia memiliki potensi sumber panasiibterbesar di dunia,
sehingga jika alih teknologi berlangsung dengarahenaka Indonesia tidak akan
terlalu dan selalu bergantung terhadap penggunaaaga kerja asing dalam
bidang pengembangan sumber daya panas bumi.

Pasal terakhir yang kami anggap perlu dicantumkaand tesis ini adalah
pasal perihalndonesian ConterPemanfaatan Barang dan Jasa Dalam N&§eri)
dimana Pengembang Swasta diminta untuk atau merkortgaktornya untuk
sedapat mungkin memberikan prioritas kepada peraggufonten lokal dalam
pembangunan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi baikiple penggunaan
peralatan konstruksi, bahan baku serta produk-progdmg dibuat di Indonesia,
sepanjang dibolehkan oleh Krediturnya dalam dokupiejaman.

%2 Technology Transfer Program

In support of the Government of Indonesia’s goatefeloping indigenous technical expertise,
SELLER will institute a program which will provider the training of BUYER personnel. Every

year BUYER will select an appropriate number ofdiand plant personnel, the number to be
mutually agreed between the Parties. Those perbaviiehen enter the Technology Transfer

Program and will, for the next year, act as empdsyef SELLER. They will receive all pay,

formal training and on-the-job experience necessargllow them to perform their designated
function. At the end of the year period they witurn to employment at BUYER, effectively

transferring the expertise they have acquired amebasuch group will begin the program.

€) ®3 {0 the maximum extent permitted by the financinguoents, give preference to the use
of construction equipment and other equipment, radse and products produced and
manufactured in Indonesia;

(b) to the maximum extent permitted by the financingudoents, give preference to the use in
the performance of its obligation under this Cocttta Indonesia labor (both skilled and
unskilled), Indonesia supervisory, professional atiebr personnel, Indonesian services and
Indonesian contractors;

(c) use, in respect of any insurance policies requibgdAppendix IV of this Contract,
Indonesian insurance companies, brokers and agens;

(d) use Indonesian importers, agents and freight faterst
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Pengembang swasta juga sedapat mungkin mengunakeagat kerja,
penyelia, professional, personil lainnya, penyefisaa dan kontraktor, juga
perusahaan asuransi, broker dan agen asuransi daigeni, importir, agen dan
jasa pengangkutan asal Indonesia. Pasal ini heanaitkerupakamprivilege yang
dimiliki oleh Host Country yaitu Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dan
manfaat sebesar-besarnya dari pengembangan daruspbagn panas bumi

sebagaimana amanat dalam Pasal 33 Undang UndangtBlagn 1945.

3.2ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI
REZIM LAMA DAN BARU ANTARA PLN DENGAN PENGEMBANG
SWASTA

Jika dilihat dari sejarahnya, pengusahaan panasi lolinindonesia baru
dimulai tahun 1974 sejak dikeluarkannya KeputusaesiBen No. 16 tahun 1974
yang dilanjutkan dengan pengembangan sumur di kawisimojang. Periode
selanjutnya Pemerintah semakin intens menggardprseanas bumi ini dengan
mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 189819 Keputusan Presiden
No. 45 tahun 1991 tentang Panas Bumi, Undang-unddmgl5 tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Presiden 3¥otahun 1992 tentang

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta.

Pengusahaan panas bumi pada awalnya diberikan &epattamina dan
kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Presider8Rtahun 1992 tentang
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta, pam@eg swasta diberikan
kesempatan untuk menjadi pihak dalam pengusahawas fumi bersama dengan

Pertamina dan menjual listrik yang dihasilkan kepBtdN.

Pola yang digunakan dalam tahap ini adalah tripaengan memberikan
kepada pengembang swasta (biasanya perusahaankndiagagas bumi asing)
dua mitra yaitu Pertamina sebagai pemegang kuasgupahaan eksplorasi dan

eksploitasi sumber panas bumi dan PLN sebadfféaker yang akan membeli
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energi yang dihasilkan dari pengusahaan panas ®Beniuk hukum perjanjian
tripartit ini dituangkan dalam dua perjanjian yamgnjadi satu kesatuan yaitu

Perjanjian Kerjasama Operasional dan PerjanjianBrlaEnergi Rezim Lama.

Sejak 2003, pola hubungan hukum dalam pengusahaaaspbumi di
Indonesia diubah menjadi bipartit hanya antara Betgng Swasta (Penjual)
dengan PLN (Pembeli) dalam Perjanjian Jual Belir§in&ezim Baru tanpa
melibatkan Pertamina sebagai pemegang kuasa pdrgusganas bumi di
Indonesia dan mengganti pola Perjanjian Kerjasamger&3ional antara
Pengembang dengan Pertamina menjadi Izin Usahaand@hgan yang
dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati

Pola baru yang diperkenalkan oleh Pemerintah patlant 2003 melalui
diundangkannya Undang-undang No. 27 tahun 200arigniPanas Bumi belum
berhasil menarik minat investor asing menanamkadainga pada sektor panas
bumi. Terbukti pada tahun 2007 kapasitas pembangkitan di Indonesia
diperkirakan berada pada angka 24.260 MW, semeiitaembangkitan listrik
menggunakan panas bumi baru berada di angka 903 & hanya 3,7%
meskipun upaya pengusahaan panas bumi telah ddalagjak tahun 1974.

Lebih jauh lagi, potensi panas bumi di Indonesiancapai kisaran 19.658
MW sehingga baru 4,01% potensi panas bumi yanghsdepat dimanfaatkaf.
Di tengah sepinya minat investor membangun pusgtklitenaga panas bumi,
Pemerintah menargetkan untuk membangun pusak Irias bumi hingga 9.500
MW pada tahun 202%.

Keadaan di atas nampaknya akibat dari kurang menariinvestasi di bidang

panas bumi di Indonesia selain tidak adanya inseatji PLN untuk membeli

%4 1n 2007 the installed electrical generation capaicitindonesia was estimated at 24.260 MW,
with 20.450 MW (84 %) coming from thermal powert&tas (oil, gas and coal), 3.400 MW from

hydropower (14 %) and 500 MW from geothermal (2 ®ipmass and wind generation plants
provide the remaining share where wind energy ausofor 1.2 MW (0.3 %).

% GTZ, “Energy Policy Framework Conditions for Elécity Markets and Renewable Energies -
16 Country Analyses”, Eschborn, November 2009

% pid.
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listrik dengan harga yang lebih mahal dibandingkga PLN membeli dari
pembangkit dengan bahan bakar minyak, gas atawdrafli Lebih jauh, ada
pandangan kuat di kalangan investor asing bahwestasi di bidang panas bumi
di Indonesia memiliki profil resiko yang tinggi dgan adanya sejarah renegosiasi
seluruh perjanjian jual beli listrik antara PLN den pihak Pengembang Swasta
dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2503.

Dari sudut pandang hukum perdata, Perjanjian Jedl Bnergi merupakan
perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku lll, @an Kesatu, Pasal 1457 tentang
Jual Beli®® Dalam Perjanjian Jual Beli Energi, baik Rezim Lamaupun Rezim
Baru kami menemukan kesamaan pada sebagian besai-ppaal dalam
Perjanjian Jual Beli Energi, baik Rezim Lama maujRezim Baru. Meskipun
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama sudah menhebagai hal yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibaa penak, namun demikian
ada beberapa pasal dalam Perjanjian Jual Beli ERemim Lama yang dirasakan
oleh pihak Pembeli (PLN) sebagai pasal yang kuraegguntungkan bagi PLN

karena memuat aturan yang kurang adil.

67 Widjajono Partowidagdo,Alternative Policy Solutions for Geothermal Devpioent in
Indonesia’, Proceedings World Geothermal Congress 2005, yatdiurkey, 24-29 April 2005
Many Indonesia people and leaders believe thatnesia is a country rich with oil and gas. In
fact, the Indonesia oil reserve is only 0.6 per@t gas reserve is only 1.4 percent of that in the
world. This information asymmetry leads to highisemce for policy on eliminating petroleum
fuel subsidy. The non-competitive behavior of pletun fuel subsidies makes it difficult for non-
petroleum energies to enter the energy market Isecweir prices cannot compete with subsidized
petroleum fuel prices. Petroleum fuel subsidiesdlga preference for inefficient energy
consumption which will make Indonesia become a aieimporting country. Not only is the
geothermal price higher than subsidized petroleweh ffrices, it is also high compared to gas and
coal prices. One of the causes of higher geotheemaigy prices compared to other energy prices
is that a contractor has to offer the electricitic@ before signing an agreement, while uncertainty
is still high because no exploration well has begled. The price will be lower if it is fixed adt
exploration and the exploration results show thet ieothermal fields can be produced with
higher productivity wells or lower costs

% |bid. “...the government of Indonesia failed to support Ploksing PLN to fail in meeting its
payment obligations to some IPPs. This resulteddame IPPs resorting to arbitration in an
attempt to recover payments. While the governmastrfow ensured that payments are being
made, it is generally accepted by industry soutb@s$ a renegotiation of nearly all of the PPAs
will take place as this is essential for the sustdsrestructuring of PLN. Moreover, the history of
the IPPs debacle involved a low credibility of tgevernment which keeps away foreign
investors.

% pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keslan“Jual-beli adalah suatu perjanjian,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyakumenyerahkan suatu kebendaan, dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telamiikan”
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Pasal yang dirasakan tidak memenuhi keadilan aleikgPembeli adalah
pasal Force Majeure (Kejadian Kahar) karena membebankan resiko

Government’s Action or Failure to Akepada PLN.

Dalam beberapa penelusuran artikel yang kami lakukiernyata
pembagian resiko seperti ini merupakan buah kepamd@nsultan hukum pihak
Pengembang Swasta pada saat melakukan penyiaparPdr@anjian Jual Beli
Energi dan melakukatmade-offantara resiko yang ditanggung oleh Pengembang
Swasta yaitu mengembangkan sumber panas bumi darbangun pusat listrik
tenaga panas bumi dengan resiko menang@awgrnment’s Action or Failure to
Act kepada PLN dengan memanfaatkan kurangnya pemahpimak Indonesia
akan profil resiko dan pembagian resiko pada pragyakas bumi® Meskipun

0 world Energy Council, Renewable Energy HandbookyilAp004 dalam sub perihal Risk
Analysis and Risk Management Perception of RisisusReality. Renewable energy technologies
are relatively new, and their market position il $hirly weak for a number of reasons. The
situation is reinforced by the significant powerestablished market players and to a certain extent
also by poor understanding of the risks involvele Tommon misperceptions about renewable
energy can be traced through all stages of a petispgroject.

The perceived risks include:

« risk of energy resour¢genewables are often perceived as unsustainafleliable and unstable
 renewable technologiesre perceived as ongoing RD&D projects, and theeefiot field proven
and containing application risks

« financial risk assessments are often based on the above persepiibe technologies are
perceived as expensive (almost un-financeable)aldei for a “rich” environment (not for
developing countries “unless someone pays for atil carrying risks for project developers,
energy off-takers as well as for project financidrise reality, however, is different. The common
perceptions are not completely wrong, but theytmsed on a biased interpretation of actual or
historical experience with renewable energy.

Renewable Project Risk Evaluation

Renewable energy projects do involve risks whidluence prospective project development, the
costs of the project, the risk sharing amongstgutojlevelopers, stake-holders, financiers, insurers
and off-takers and the risk mitigation during ttie-tycle of the project.

Resource Exploration Risks

Renewable resources comprise different resourcem®tipn connected risks:

» Geothermaknergy resource must be identified, its sustaiitgbilay be influenced by reservoir
degradation, well scaling, pressure drops.

The resource development risks are relevant omlgdéothermal, biomass and sometimes hydro (if
water reservoir is involved). The risks are gengrdtovered” by institutional bodies in
conjunction with active governmental participati@enerally multi-lateral, bi-lateral or domestic
agencies (e.g. development funds), provide supgmitbear the risk for the development of the
resource, while the government “delivers” appragrigislation and guarantees for exploration
conditions and private investments. The privateettgper will seldom be ready to bear the
resource development risk, and usually only wheis ttage is self-funded, in cases of
exceptionally favourable conditions perceived &sisiness opportunity.

Technology Risks

The last two decades of experience in renewableggrgusiness development demonstrate that
the private sector will take the lead and bearrigies. Government sponsored RD&D programmes
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bagi pihak Pengembang Swasta (utamanya investog)apembagian resiko
seperti tersebut di atas sebagai hal yang lazimunaernyata pembagian resiko

tersebut secara spesifik hanya terjadi di Indonesia

Pasal Consultation and Arbitration (Konsultasi dan Arbitrase) baru
mendapatkan perhatian dari pihak yang melakukagysainaan panas bumi pada
saat PLN dan Pertamina digugat di forum arbitrakd @ihak Pengembang
Swasta/Penjual di tahun 1998.

Pada saat menerima gugatanpun, pihak tergugat ntasiinat belum
sepenuhnya memahami proses dan konsekuensi daeispacbitrase yang bersifat
final and bindingsampai dengan dikeluarkannya putusan arbitrasa gagus
Dieng Patuha yang menyebabkan PLN dan PemerintphbdRle Indonesia harus
membayar sekitar US$ 260 juta kepada Himpurna @ald Energy (Penggugat)

diikuti dengan putusan arbitrase dalam kasus Kardbdas LLC melawan

are being reduced all over the world as public letslglecrease. At the same time, an impressive
inflow of venture capital and a broader openindiméncial markets to energy-related RD&D are
taking place. The venture capital investments aneering renewable energy companies in the US
and the EU indicate the trend of future developse#it the stage of project erection and
equipment installation, the technology risk is yulinderwritten by the private sector. Generally,
there is a need for transparent “market-rules”,ciwtguide business behaviour in the market. In
this case the scheme of business developmentlées®fimportance (whether a turnkey project or
BOT, BOO, BOQOT, or others).

Business Development/Financing Risks

Governments should introduce basic laws and regukatto support private investment and
ownership, within a legal and regulatory framewthkt facilitates transfer of private investors’
earnings. The project “background” should be thghdy investigated:

« country risk including market conditions, political and econoah stability, transparency of
laws

« currency convertibilityandtransferability

« dispute resolution conditior(ge. “neutral” arbitration or litigation)

Project structure, the power purchase agreememit)(PRs to satisfactorily address the following:
 revenuesandpositive cash-flowincluding guaranteed payments from the governmoentedible
energy offtaker

« project risk sharingpetween the stake-holders and the energy off-taker

e risk mitigation arrangements, e.g. insurance, (by an internatpnadtognised insurance
institution such as the Multilateral Investment @Gudee Agency (MIGA)) and credible means for
dispute resolution.

Risk Mitigation Costs

In order to develop a “bankable” renewable projtet, above risks have to be mitigated. The steps
are

thoroughly checked by the financing institutionattemploy independent experts to verify
compliance of the renewable project, in order teuea only the minimum of risks. The whole
process of checking and risk sharing is costly ahdk to the overall project cost, influencing the
price of electricity and the revenues of projectedepers.
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Pertamina dan PLN sejak tahun 1998 dengan bes#aan kang harus dibayar
oleh Pertamina dan PLN adalah US$ 263 juta.

Kekalahan ini seharusnya menjdéissons learnedagi pihak Indonesia,
terutama waktu berhadapan dengan investor asing secara pengalaman dan
pengetahuan teknis, komersial dan legal lebih 8ds&ndingkan pihak Indonesia.

3.3ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA ISI PERJANJIAN JUAL BE LI
ENERGI DENGAN PELAKSANAANNYA DI BIDANG BISNIS.

Dalam pengusahaan panas bumi, penjualan panasdieimpenjual kepada
PLN merupakan proses akhir dari serangkaian pamgesges pengusahaan panas
bumi, dimulai dari lelang Wilayah Kuasa Pertambandan dilanjutkan dengan
penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk masingamasahap Surveli
Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksgbodan Pemanfaatan; Jual beli
energi terjadi pada tahap akhir dari pengusahaamaspdumi yaitu tahap
Pemanfaataf

Panjangnya proses yang harus dilalui sejak Surged&uluan hingga dapat
dimanfaatkannya listrik sebagai sumber pusat ligpanas bumi menjadi salah
satu sebab lambatnya perkembangan pengusahaan pamasdi Indonesia.
Belum adanya pemahaman dan persepsi yang baiksai@an ketentuan dalam
Perjanjian Jual Beli Energi juga merupakan suatmbd@an yang harus segera
diselesaikan oleh Pemerintah dan berbagai pihdaitgika ingin mewujudkan
target pusat listrik tenaga panas bumi menyupsaiii sebesar 9.500 MW pada
tahun 20257

"t Undang-Undang No 27 tahun 2003 tentang Panas Btasal 10 ayat 1

2pR Djatmiko P. AtmojoDevelopment of Geothermal Resources in Indoneksajikan pada
Working Group Meeting for Dialogue on Climate ChandClean Energy and Sustainable
Development, 7 — 9 June 2006, Sheraton Maria Iddbtdl and Towers, Mexico City, Mexico
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Meskipun terkesan optimis, namun patut diingat katpemenuhan target
suplai listrik 9.500 MW oleh pusat listrik tenaganas bumi dalam waktu 15
tahun ke depan bukanlah pekerjaan yang mudahbitemeengingat profil resiko
pembangkit panas bumi yang tindgi.

Sebagai catatan, dalam kurun waktu 1974 sampaiateR@07 (atau 33 tahun),
baru sekitar 2% kapasitas terpasang pusat listrladbnesia yang disuplai oleh
pusat listrik tenaga panas buffiHal ini semestinya menjadi perhatian serius oleh
Pemerintah agar target yang hendak dicapai dalaktuwl®d tahun sebesar 9.500
MW tidak sekedar menjadi angan-angan kosong belakatopik hangat dalam
setiap seminar atau workshop tentang panas buforuin internasional maupun

dalam negeri.

Masalah yang dirasakan para Pengembang Swasta di&n dBlam
pelaksanaan pengembangan panas bumi adalah belasnyg pengaturan di
tingkat pelaksanaan sehingga berpengaruh padaspeka&n hak dan kewajiban

Pengembang Swasta dan PLN.

Salah satu contoh adalah tidak adanya kepastiaapddama keluarnya
persetujuan Menteri ESDM atas usulan harga juaikigang diajukan oleh PLN
setelah melakukan perundingan harga jual listrikgd®@ Pengembang Swasta,
sementara itu efektifitas Perjanjian Jual beli gndrergantung penuh pada
persetujuan Menteri ESDM. Jika persetujuan MerE&DM turun dalam jangka
waktu yang lebih lama dari prakiraan para pihak andial tersebut dapat
mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pask piddam Perjanjian Jual
Beli Energi, termasuk perubahan target penyelesagmbangunan pusat listrik
panas bumi oleh Pengembang Swasta dengan konselageamya penyesuaian

"3 World Energy Council, Renewable Energy Handbogi;il2004 dalam sub perihal Risk
Analysis and Risk Management Perception of RistsusReality.

& GTZ, “Energy Policy Framework Conditions for Elecity Markets and Renewable Energies -
16 Country Analyses”, Eschborn, November 2009. 2007 the installed electrical generation
capacity in Indonesia was estimated at 24.260 Mith, 20.450 MW (84 %) coming from thermal
power stations (oil, gas and coal), 3.400 MW frogdiopower (14 %) and 500 MW from
geothermal (2 %). Biomass and wind generation lgmbvide the remaining share where wind
energy accounts for 1.2 MW (0.3'%)
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harga akibat depresiasi, kenaikan biaya tenaga,kéygktuasi nilai tukar mata
uang asing dengan Rupiah dan berbagai hal lainnya.

Tidak adanya kurun waktu yang jelas dalam mempleroseiatu
persetujuan dari pihak yang berwenang memberikanapaman baru bahwa
diperlukan ketentuan dalam Perjanjian Jual Belirgingang memuat ketentuan
jika suatu persetujuan dari pihak yang berwenadagktidiperoleh dalam waktu
yang telah ditentukan sebelumnya, maka Perjanjiaal Beli Energi akan
diperpanjang seperlunya sesuai dengan lamanya tyjeise diberikan dan
Pengembang Swasta akan mendapatkan hak untuk mkaggenyesuaian atas
harga beberapa komponen penting jika terjadi kemaikarga material seperti

pada gejolak harga yang terjadi pada tahun 200&tkrisis global.

Hal lain yang berkaitan dengan perbandingan amaperjanjian jual bel
energi dengan pelaksanaannya di bidang bisnis lfagada beberapa masalah
seperti apakah PLN terikat dengan harga jual engamig ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum lelkgkbn? atau apakah PLN
dapat melakukan negosiasi ulang dengan pihak pdrayggn swasta dalam
menetapkan harga jual terbaik bagi kedua belahkpimeskipun telah ada harga
tertentu yang disebutkan dalam dokumen lelang wailakuasa pertambangan
panas bumi? Apakah hal tersebut dapat menyeretorper®LN ke ranah
pelanggaran tindak pidana korupsi karena dianggamgikan keuangan negara
seperti kecenderungan dalam 5 tahun belakanganJika? pengembang swasta
gagal mendapatkan jumlah panas bumi yang cukugkunambangkitkan listrik,
apakah PLN terkena dampaknya sehingga harus bgtaggwab atas kerugian

yang diderita oleh pengembang swasta?

Pemerintah telah berusaha memberikan beberapa kadlmr dengan
memberikan aturan setingkat menteri untuk mengakiasikan kepentingan

pihak Pengembang Swasta dan PLN dengan menetapiega hpatokan
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pembelian listrik yang dihasilkan oleh pusat listénaga panas bufisehingga
mengurangi potensi perselisihan antara Pengembanagt® dengan PLN dalam

menyetujui harga jual beli energi listrik dari pubstrik tenaga panas bumi.

Ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Energi yargsjberpotensi menjadi
masalah dalam pelaksanaannya adalah faktor penges@aljustment factgr
yang dalam pelaksanaannya dapat dianggap oleloamnd#rupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa gahtitptapkan sebagai

merugikan keuangan negara yang berada dalam rashetegkorupsi.

Maraknya pemberantasan korupsi merupakan salabfadtr yang turut
menghambat pengembangan sektor pengusahaan pamaskdrena kegiatan
PLN dan Pengembang Swasta yang bersifat priBasifiess to Busingsslan
termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Energi dengadahnya dbverride secara
legalistik oleh aparat hukum dan dimasukan ke datemah pidana yaitu Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negacigundang-Undang No.
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangi.

Seharusnya, sebagaimana telah diatur dalam Pagshidang-Undang No.
19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ymerpku adalah Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas dan bukan Undiasepng No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, sehingga pengelo&tan usaha negara berada
di luar wilayah Undang-Undang No. 31 tahun 199%aeg Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Hal ini telah dinyatakan asactegas dalam Fatwa
Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan perihabpmitbank umum milik

negara’®

™ peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerandlo32 tahun 2009 tentang Harga
Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Rejs#ari Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi

® Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tgal 16 Agustus 2006

menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaegara yang telah dipisahkan dari
APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaanitigk tdidasarkan pada sistem APBN
melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yangts@asal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”) yéegbunyi: Keuangan Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 melfjgutekayaan negara/kekayaan daerah
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Masalah hukum yang juga potensial terjadi antaraN Pdengan
Pengembang Swasta adalah masalah berkaitan deagatapan kejadian kahar
(Force Majeurg sebagaimana terjadi pada masa krisis ekonomntaB88 yang
lalu. Jika Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Baatap mengikuti pengaturan
masalahkejadian kahar(Force Majeurg vis-a-vis Pasal Pemutusan Perjanjian
dan Cidera Janj{Termination and Defaultdalam Perjanjian Jual Beli Energi
Rezim Baru, maka tidak mustahil masalah hukum yaegimpa PLN di tahun

1998 sampai dengan 2001 akan kembali terulang.

Kami melihat bahwa penting bagi PLN untuk dapatumerskan kembali
resiko yang hendak dan dapat ditanggungnya dalajarnian Jual Beli Energi
Rezim Baru dan menyampaikannya kepada pihak Petalerfpaitu Kementerian
Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Energi $lamber Daya Mineral)
untuk kemudian dicarikan jalan keluar agar pembagesiko sebagaimana yang
selama ini berlaku dapat diubah dan digantikan a@engembagian resiko yang
lebih adil bagi PLN dan Pengembang Swasta.

Salah satu usulan yang disampaikan ke Pemerintataladnasuknya
Pemerintah dalam proses pengusahaan panas bumandengnyiapkan data
Survei Pendahuluan yang lebih akurat serta dapandedlkan sehingga
mengurangi persepsi resiko yang akan diambil olehgPmbang Swasta dalam
perhitungan investasi dan prospek keuntungan y&ag diperolehnyd’ Dalam
jangka panjang, resiko dalam pengembangan panas dkan terfokus kepada
masalalgeothermal resourcegang bersifat teknis panas bufrdan bukan resiko

yang kualitatif seperti tindakan Pemerintah sebagaa saat ini berlaku.

yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dinilai dengan uang termasukal@lan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah'dengan dikeluarkannya UU BUMN maka ketentuan dafasal 2
huruf g khusus mengenaikékayaan yang dipisahkan pada perusahaan neganagpbiaan
daerah” tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

"PA ConsultingFinal Report: Development of Public Private Partsieip Central Unit and Its
Network Technical Assistancéakarta 19 Desember 2008.

8 World Energy Council, Renewable Energy HandbookrilAp004 dalam sub perihal Risk

Analysis and Risk Management Perception of Risksus Reality. “Renewable resources
comprise different resource exploration connectetts: Geothermal energy resource must be
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Resiko lainnya dalam Perjanjian Jual Beli Energiagh pelaksanaan
pengembangan panas bumi adalah masalah yang bessi§al, terutama
berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja lokapasggunaan tanah serta isu
terkait lingkungan hidup dimana proyek pengembanganas bumi menjadi
terhalang akibat berhadapan dengan masyarakat Igiealg menentang
keberadaan pengembangan panas bumi sebagaimaadi tdirjproyek Pusat
Listrik Panas Bumi Beduguf. Sampai saat ini Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, masyarakat lokal dan Pengembang Swasth masicoba menyamakan
persepsi dengan dukungan Pemerintah Pusat bahved Biegsik Panas Bumi
Bedugul tidak akan mengganggu lingkungan setempattiflak akan merusak
kualitas air tanah karena pengambilan uap di Bddumprlangsung pada
kedalaman 2.000 m di bawah permukaan tanah sehifidgk berhubungan
dengan aktifitas pengambilan air tanah di permukan

Isu terakhir yang akan kami bahas dalam Bab llladalah permintaan
Jaminan Pemerintah atas proyek pembangunan pes# tenaga panas bumi.
Sebagai perbandingan, proyek pusat listrik tenayzap bumi yang Perjanjian
Jual Beli Energinya ditandatangani sebelum tahud32®endapatkan Jaminan
Pemerintah berup&overnment’'s Support LetteBementara itu Perjanjian Jual
Beli Energi Rezim Baru belum mendapatkan kepastmakah akan mendapatkan
Jaminan Pemerintah atau tidak, terlebih Peraturamtéti Keuangan No. 38
tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamdkdia Pengelolaan Risiko
Atas Penyediaan Infrastruktur mensyaratkan prosesy ycukup panjang dan

persetujuan DPR atas penjaminan proyek tersebut.

Tanpa adanya Jaminan Pemerintah/Dukungan Pemerimaka sulit

untuk membayangkan terwujudnya target pembanguuosat flistrik tenaga panas

identified, its sustainability may be influenced fiegervoir degradation, well scaling, pressure
drops.

" Berita Kementerian ESDM Pembangunan PLTP Bedugul Tidak Mengganggu Lingkninga
Mei 2010. Diunduh 1 Mei 2010.
8 |dem
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bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025. MestinyaeRetah mengeluarkan
Jaminan Pemerintah khusus bagi proyek pembanguwmsat pstrik tenaga panas
bumi sebagaimana Pemerintah mengeluarkan Jamimaeripéah dalam Proyek
Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW dengan pesiko yang lebih

rendah dibandingkan pusat listrik tenaga panas bumi

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



